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BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR & TAHUN 201"
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Fepublik Indone oi
Nemor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protololer don
Keuangan Pimpinan dan Angpgota Dewan  Perwalilan [aloyat
PDaerah schagaimana tclah diubah terakhir denpan Peratugan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Anpgota DPRD Labupaten
l.ahat berhak mendapatkan tunjangan perumahan;

b. hahwa pemberian tunjangan pcrumahan schapaimana dimalesd
pada huruf a di atas, perlu ditctaplkan Peraturan Bupat Labot
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilion
Rakyat Daerahh Kabupaten Lahal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1050
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I dan Kotapraja )

Sumatera Selatan (Lembaran Ncgara Republik Indonceia Taboor,
1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indones i
Noror 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesis Nomor | Tahun 2004 1entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran N:gara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43595);

4, Undang-undang Republik Indonc<sia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor
€6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2204
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis
Fermusyawaratan Rakyat, Dcwan Pcrwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
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7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) scbagaimana telah dinbah
b2berapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Feraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Kecuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Iadonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Feraturan Menteri Dalam Negeri Rcpublik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
secbagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Lahat sebagaimana telah ciubah dua
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4

Tahun 2007,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LAHAT.

Menetapkan :

BAB |
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 1

(1) Dalain hal Pemerintah Kabupaten Lahat belum dapat
menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupeten Lahat,
lkepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan  dalam  bentuk uang masing-masing sebesar
Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per
bulan.

(3) Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% (lima
belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD
Kabupaten Lahat pada waktu tunjangan perumahan tersebut
diterima Anggeta CPRD Kabupaten Lahat.
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(3) Turgjangan perumahan sebagammana  dimaksud  pada ayar (2)
termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebeser 15% (lima
belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD
Kabupaten Lahat pada waktu tunjangan perumahan tersebut
diterima Anggota DPRD Kabupaten Lahat.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Lahat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi
Anggota DPRD Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaien Lahat
Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung mulai bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal, 6 -0t~ 2017

BUPATT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA’l

Diundangkan di Lahat
Pada Tanggal (b ~ 01 ~ 2017
SEKRETARIS DAEARAH KABUPATEN LAHAT,

el

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR .6.
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